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Hal + Kunjungan dan Pemantauan terkait Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi

Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati di Provinsi Kalimantan
" Timur

Yth. (Mohon lihat daftar terlampir)’
di tempat

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Strategi Nasional Pertepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik
Hayati (Stranas AKPSH), Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional Tim
Stranas AKPSH mendorong penguatan pencatatan sipil dan pengembangan statistik hayati
di daerah. Berdasarkan hal tersebut, diperiukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur
dalam rangka “Pemantauan Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi
Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH)". Kegiatan
tersebut bertujuan untuk memantau implementasi Stranas AKPSH, mengidentifikasi
tantangan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah,

serta melihat praktik baik yang dapat dijadikan pembelajaran dan perumusan kebijakan di
tingkat pusat.

Berkenaan dengan hal di atas, kami mohon kesediaan Bapak/lbu/Saudara untuk
memfasilitasi kunjungan kami tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 —- 27 Juli
2023 sesuai dengan detail agenda dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagaimana
terlampir. Dukungan Bapak/ibu/Saudara sangat kami harapkan agar kegiatan ini berjalan
dengan lancar. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, Bapak/ibu/Saudara dapat
menghubungi staf kami Sdri. Nurul Aini melalui nomor 0812-3493-439.
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Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/lbu/Saudara, kami ucapkan
terima kasih.

Direktur Kependudukan dan Jaminan
Sosial selaku Kepala Sekretariat Tim
Nasional Stranas AKPSH

o

Muhammad Cholifihani

Tembusan:
Pit. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (sebagai laporan)
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DAFTAR PENERIMA SURAT

Pemerintah Daerah Kota Bontang

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
2. Ketua Pengadilan Agama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSIE), BSSN



-4-

Lampiran Surat Undangan II
Nomor : B-12984/Dt.4.1/HM.02.02/07/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KUNJUNGAN DAN PEMANTAUAN TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI
(STRANAS AKPSH) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

l. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penguatan
Adminduk atau tata kelola kependudukan merupakan isu strategis yang tercantum dalam
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sejalan dengan
program pembangunan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital
Statistics-CRVS) dan menjadi target 16.9 dalam Pembangunan yang Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals-SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai upaya penguatan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan,
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019
tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan
Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Stranas AKPSH merupakan strategi nasional yang
dituangkan dalam dokumen dengan memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan
kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta pengembangan Statistik Hayati. Stranas AKPSH memiliki Kelompok
Kerja (selanjutnya disebut Pokja) dibagi dalam 5 Pokja sesuai dengan 5 strategi nasional
yang tercantum dalam Stranas AKPSH.

Tiga tahun setelah diterbitkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang
Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik
Hayati, pengembangan Statistik Hayati di Indonesia masih mengalami beberapa kendala
sehingga belum tersedia Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Berdasarkan
data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), cakupan kepemilikan akta
kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 sebesar 99,12%. Cakupan
tersebut telah melebihi persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional yaitu

sebesar 97,86%. Akan tetapi, cakupan akta kematian di Indonesia khususnya di Kalimantan
Timur masih belum teridentifikasi.

Di sisi lain, Stranas 5 AKPSH mengamanatkan Penguatan koordinasi, kolaborasi,
dan sinkronisasi antar kementerianlembaga, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta
pengembangan Statistik Hayati. Oleh karena itu, sesuai dengan Stranas 5 AKPSH, maka
perlu  dilaksanakan penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antara
kementerianflembaga dengan pemerintah daerah dalam percepatan administrasi
kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati di Indonesia. Kegiatan ini Statistik ...
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di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan
Stranas AKPSH serta menjadi bagian dari upaya melembagakan inovasi dan
mengidentifikasi tantangan serta mempelajari praktik baik dalam percepatan Administrasi
Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati secara nasional.

Il. Tujuan, Output dan Bentuk Kegiatan

a. Tujuan Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator Stranas AKPSH bermaksud
melaksanakan kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk;

1. Mendapatkan informasi terkait inovasi dan tantangan serta mempelajari praktik baik
terkait percepatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati.

2. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan koordinasi,
kolaborasi, dan sinkronisasi pelayanan Administrasi Kependudukan dan
pengembangan Statistik Hayati, serta mendapatkan saran dan masukan dari
kabupaten/kota sebagai pembelajaran untuk mendorong dan memperkuat
pelaksanaan Stranas AKPSH.

3. Mendapatkan informasi, saran dan masukan dari kabupaten/kota sebagai
pembelajaran untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan Stranas AKPSH.

b. Output Kegiatan
Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Terhimpunnya informasi hasil pemantauan dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan
administrasi kependudukan dan pengembangan statistik.

2. Teridentifikasinya inovasi, dan tantangan dalam pencapaian dan pelaksanaan
kegiatan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati, serta
mempelajari praktik baik yang telah dilakukan di daerah.

3. Terhimpunnya saran atau masukan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan
administrasi kependudukan di tingkat nasional.

lll. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan kunjungan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62
Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk

Pengembangan Statistik Hayati akan dilakukan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
pada tanggal 24 — 27 Juli 2023.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk wawancara mendalam dan
Focus Group Discussion dengan satuan kerja terkait untuk membahas pelaksanaan,
tantangan, inovasi, serta menghimpun saran dan masukan terkait pelayanan Administrasi
Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati di kabupaten/kota sasaran.

V. Peserta ..,
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V. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan kunjungan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan
untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Provinsi Kalimantan Timur
sebagai berikut:

Kementerian PPN/Bappenas

1. Hariyadi, S.Si., M.S. (Fungsional Perencana Ahli Madya Direktorat Kependudukan dan
Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas);

2. Tri Arifin Darsono, S.E., M.Si. (Koordinator Il Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH);

3. Nurul Aini, S.E. (Analis Perencanaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial,
Kementerian PPN/Bappenas);

4. Rafika Minati Devi, S.KM. (Analis Perencanaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan
Sosial, Kementerian PPN/Bappenas);

5. Farhan Virga Aditama, S.Hut. (Tenaga Ahli Pengelola Website/Portal dan Perancang
Infografis Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH);

6. Beni Aulia Abdilah, S.Tr.Sos (Analis Perencanaan Sekretariat Tim Nasional Stranas
AKPSH);

7. Perwakilan Sekretariat NPCU;
UNFPA

8. Perwakilan UNFPA Indonesia.

VI. Pembiayaan

Kegiatan Kunjungan dan Pemantauan terkait Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan
untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Provinsi Kalimantan Timur ini
akan dibiayai dari anggaran UNFPA tahun 2023.
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AGENDA KEGIATAN

KUNJUNGAN DAN PEMANTAUAN TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI

(STRANAS AKPSH) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

x Waktu
Hari, tanggal (WITA) Agenda Tempat
ggg;"' cAdu Perjalanan dari Jakarta menuju Kota Bontang
Selasa, 25 09.00 - 11.00 | Kunjungan dan Diskusi di Kantor Wilayah
Juli 2023 Kantor Wilayah Kementerian | Kementerian Agama Kota
Agama Kota Bontang terkait Bontang
Pencatatan Perkawinan dalam JI. Kapt. Pierre Tendean
mendlfkung Pengembangan No. 20B, Bontang Kuala,
Statistik Hayati Bontang Utara, Bontang,
Kota Bontang, Kalimantan
Timur 75313
13.30 - 15.30 | Kunjungan dan Diskusi di Kantor Pengadilan Agama
Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang
Kota Bontang terkait Jalan Awang Long No.69,
Pencatatan Perceraian dalam Kota Bontang, 75313
mendukung Pengembangan '
Statistik Hayati
Rabu, 26 Juli | 09.30 - 14.00 | Focus Group Discussion Kantor Bappeda Kota
2023 (FGD) terkait Pelaksanaan Bontang
Stranas AKPSH untuk Graha Taman Praja Blok 4
Mendukung Pengembangan Lantai 1, JI. Moch. Roem,
Statistik Hayati di Provinsi Bontang Lestari, Bontang
Kalimantan Timur. Kota Bontang, Kalimantan
Diikuti oleh: Timur 75325
- Bapppeda Kota Bontang
- Dinas Dukcapil Kota
Bontang
- Dinas Kesehatan Kota
Bontang
- BPS Kota Bontang
14.00 - 20.00 | Perjalanan dari Kota Bontang ke Kota Balikpapan
Kamis, 27 Perjalanan dari Kota Balikpapan menuju Jakarta
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